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Village Funds represent an important fiscal policy instrument designed to accelerate rural
development and improve community welfare. This study analyzes the effectiveness of
village funds in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs)
in Nagari Lingkuang Aua. This study employs a qualitative descriptive approach. Data were
collected through in-depth interviews and participatory observation involving village
officials and community members who directly experience or manage Village Fund
programs. The findings indicate that the Village Funds have contributed positively to
several aspects of development. In the infrastructure sector, the funds have improved
accessibility and mobility through the construction and improvement of roads and public
facilities, supporting SDG 9. Village Funds support community-based health services in
the health sector, such as posyandu, contributing to SDG 3. Meanwhile, economic
empowerment programs, including small business support and food security initiatives,
increase household income and support SDGs 1 and 8. However, several challenges remain,
particularly limited community participation in planning processes and the managerial
capacity of village officials. Therefore, strengthening participatory governance and
improving administrative capacity are essential to maximize the impact of village funds in
achieving SDGs at the village level.

Keyword: Community Economic Empowerment; Rural Healthcare Services; Rural
Infrastructure Development; Sustainable Development Goals (SDGs); Village Fund

ABSTRAKSI

Dana Desa merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting untuk mempercepat
pembangunan pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mendukung pencapaian
Sustainable Development Goals (SDGs) di Nagari Lingkuang AuaPenelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam
dan observasi partisipatif terhadap perangkat nagari serta masyarakat yang terlibat langsung
dalam pelaksanaan maupun penerimaan manfaat program Dana Desa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Dana Desa memberikan kontribusi positif terhadap beberapa aspek
pembangunan. Dalam bidang infrastruktur, Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan
perbaikan jalan serta fasilitas umum yang meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas
masyarakat, sejalan dengan tujuan SDGs nomor 9. Dalam bidang kesehatan, Dana Desa
mendukung layanan kesehatan berbasis masyarakat seperti kegiatan posyandu, yang
berkontribusi pada pencapaian SDGs nomor 3. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi
masyarakat melalui bantuan usaha kecil dan program ketahanan pangan turut meningkatkan
pendapatan masyarakat, sehingga mendukung pencapaian SDGs nomor 1 dan 8. Namun
demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam
perencanaan program serta keterbatasan kapasitas manajemen pemerintah desa. Oleh karena
itu, penguatan tata kelola partisipatif dan peningkatan kapasitas aparatur desa diperlukan untuk
memaksimalkan dampak Dana Desa dalam mendukung pencapaian SDGs di tingkat desa.
Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; Layanan Kesehatan Pedesaan;
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Dana
Desa.
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PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah
memberikan landasan hukum bagi alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Dana desa merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah
untuk mendorong pembangunan di tingkat desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan
desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan yang
berkelanjutan (Reginaldis et al., 2024). Selanjutnya, penggunaan dana desa diarahkan untuk berbagai
program pembangunan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes
PDTT), penggunaan dana desa harus sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
yang mencakup 17 tujuan utama, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan,
kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020).

Penggunaan dana desa yang efektif sangat bergantung pada tata kelola yang baik, partisipasi aktif
masyarakat, dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Good governance atau tata kelola
yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan program. Menurut Khoirunurrofik et al. (2021), tata kelola dana desa yang baik dapat
meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dalam mencapai SDGs. Selain itu, Partisipasi masyarakat
merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program pembangunan, termasuk dalam konteks implementasi
Dana Desa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa (Kamuli et al., 2023).
Keterlibatan aktif dari warga desa memastikan bahwa program-program yang dirancang dan dilaksanakan
benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya meningkatkan
efektivitas program, tetapi juga mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab di antara masyarakat, yang
pada gilirannya dapat meningkatkan keberlanjutan program tersebut.

Salah satu tujuan utama dari SDGs adalah pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan di
tingkat desa dapat dicapai melalui berbagai program yang didanai oleh dana desa, seperti pemberdayaan
ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Menurut
Salim (2022), program pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh dana desa dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain pengentasan kemiskinan, tujuan SDGs lainnya
adalah peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu faktor kunci
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas
pendidikan, menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, dan mengadakan program pelatihan bagi guru.
Studi oleh Hugo et al. (2019) menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk program pendidikan dapat
meningkatkan kualitas pendidikan di desa-desa terpencil.

Kesehatan juga merupakan salah satu aspek penting dalam SDGs. Akses terhadap layanan kesehatan
yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana desa dapat digunakan
untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, menyediakan obat-obatan, dan mengadakan program kesehatan
seperti posyandu dan penyuluhan kesehatan. Menurut penelitian oleh Hidayat dan Nuraini (2019),
penggunaan dana desa untuk program kesehatan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan
di desa (Marhaeni et al., 2023). Selain aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, SDGs juga mencakup
tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan di tingkat desa dapat
dicapai melalui berbagai program yang didanai oleh dana desa, seperti penghijauan, pengelolaan sampah,
dan perlindungan sumber daya air. Menurut Pangkey et al. (2023), penggunaan dana desa untuk program
lingkungan dapat membantu desa dalam menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan.

Meskipun terdapat banyak penelitian yang membahas efektivitas penggunaan dana desa dalam
mendukung berbagai aspek pembangunan di desa, masih terdapat beberapa celah dalam literatur yang perlu
diisi. Pertama, sebagian besar penelitian lebih fokus pada evaluasi penggunaan dana desa secara umum tanpa
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melihat spesifikasinya dalam konteks pencapaian SDGs di tingkat desa. Misalnya, meskipun ada desa yang
berhasil memanfaatkan Dana Desa secara optimal, banyak desa lainnya menghadapi kendala seperti
kurangnya tranparansi dan rendahnya akuntabilitas (Bili et al., 2024), keterbatasan kapasitas manajemen
(Diamantina, 2017), dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana (Hendrianto, 2019).
Kedua, penelitian yang ada sering kali tidak memberikan perhatian yang cukup pada aspek partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Studi oleh Susilowati et al. (2018) menunjukkan pentingnya
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang
menghubungkan partisipasi ini dengan pencapaian SDGs secara spesifik.

Sumatera Barat, dengan sistem pemerintahan nagari yang unik, memberikan konteks yang menarik
untuk mengkaji efektivitas penggunaan dana desa dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).
Nagari Lingkuang Aua, sebagai salah satu penerima alokasi dana desa, menghadapi tantangan dan peluang
yang khas dalam pengelolaan dana tersebut. Sistem pemerintahan nagari, yang memiliki otonomi tersendiri,
memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program-program pembangunan. Dengan
kekuatan adat dan kearifan lokal yang kuat, nagari mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan
tujuan pembangunan modern, menciptakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan
dana desa. Hal ini menyoroti pentingnya adaptasi dan inovasi dalam konteks lokal untuk mencapai tujuan
pembangunan global.

Studi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs) di Nagari Lingkuang Aua, yang merupakan agenda global dengan 17 tujuan
utama untuk pembangunan berkelanjutan. Penggunaan Dana Desa yang efektif dapat mendukung
pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan pembangunan infrastruktur
yang layak, yang semuanya sejalan dengan tujuan SDGs. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya tata kelola
yang baik,dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, serta mengidentifikasi kendala dan
memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas
manajemen pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa dan memberikan kontribusi terhadap literatur
akademik mengenai desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan desa di Indonesia dan
mendukung pencapaian SDGs di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran
yang mendalam mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pencapaian Sustainable Development
Goals (SDGs) di Nagari Lingkuang Aua. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman dan
persepsi berbagai aktor yang terlibat, baik sebagai pengambil kebijakan maupun penerima manfaat program.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara
dilakukan terhadap dua kelompok informan utama, yaitu pemangku kebijakan (wali nagari dan perangkat
nagari) yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Desa, serta kelompok
penerima manfaat yang terdiri atas masyarakat penerima BLT, kelompok usaha ketahanan pangan, dan warga
yang memanfaatkan infrastruktur desa. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan
kriteria keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau penerimaan manfaat Dana Desa serta pengetahuan
yang relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah informan ditentukan hingga mencapai titik kejenuhan data
(data saturation), yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan.

Selain wawancara, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati pelaksanaan program Dana
Desa, seperti pembangunan infrastruktur, kegiatan posyandu, serta pengelolaan program ketahanan pangan.
Observasi ini bertujuan untuk memvalidasi informasi hasil wawancara sekaligus memberikan gambaran
nyata mengenai implementasi Dana Desa di lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi resmi,
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seperti laporan penggunaan Dana Desa, laporan keuangan desa, dokumen perencanaan pembangunan
(RPJMDes dan RKPDes), serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, seperti data consideration, data display,
drawing, and verifying conclusions sampling (Miles et al., 2014). Data Consideration mengacu pada proses
memilih, memfokuskan, menyederhanakan, atau mentransformasikan data yang diperoleh dari transkrip
wawancara dengan tujuan memperkuat data yang didapatkan. Tahap kedua adalah Displaying Data, yaitu
mengorganisir informasi yang diperoleh agar mudah dianalisis untuk penarikan kesimpulan atau tindakan
selanjutnya. Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang strategis dalam mendorong
percepatan pembangunan di wilayah pedesaan di Indonesia. Program ini dirancang untuk memperkuat
kemandirian desa melalui peningkatan kapasitas pembangunan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta
pengurangan kesenjangan pembangunan antara wilayah desa dan perkotaan. Dalam konteks pembangunan
berkelanjutan, Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tingkat desa. Melalui alokasi
anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Desa digunakan
untuk mendanai berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penguatan sektor ekonomi masyarakat, peningkatan
kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat.

Dalam praktiknya, pemanfaatan Dana Desa diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang
masih dihadapi oleh masyarakat pedesaan, termasuk kemiskinan, keterbatasan akses terhadap layanan publik,
serta rendahnya kualitas infrastruktur dasar. Berbagai program yang didanai oleh Dana Desa berkontribusi
langsung terhadap pencapaian beberapa tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang inklusif, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai
contoh, program Dana Desa terbukti berperan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Nagari
Lingkuang Aua melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi dan dukungan terhadap usaha masyarakat
(Sari et al., 2025). Selain itu, di berbagai wilayah lain di Indonesia, Dana Desa juga dimanfaatkan untuk
meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi yang layak, serta layanan kesehatan dasar.
Program-program tersebut memiliki kontribusi penting dalam menurunkan angka stunting serta
meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan secara keseluruhan (Indra & Khoirunurrofik, 2022;
Lestari et al., 2023).

Implementasi SDGs pada tingkat desa memberikan ruang bagi pendekatan pembangunan yang lebih
kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya
yang berbeda, sehingga strategi pembangunan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi
lokal yang ada. Dalam hal ini, desa memiliki peluang untuk merancang program pembangunan yang lebih
responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif. Kolaborasi antara
pemerintah desa dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga pemerintah
pusat, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat setempat, menjadi faktor penting dalam memastikan
keberhasilan implementasi program pembangunan desa. Melalui kerja sama yang sinergis tersebut, tujuan
pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai secara lebih efektif, efisien, dan inklusif.

Selain itu, implementasi SDGs di tingkat desa juga membuka peluang bagi munculnya berbagai
inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa. Desa dapat mengembangkan berbagai program
kreatif yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi
masyarakat, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Inovasi tersebut dapat berupa pengembangan usaha ekonomi lokal, penguatan peran Badan Usaha
Milik Nagari (BUMNag), pengelolaan ketahanan pangan berbasis masyarakat, hingga program pengelolaan
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lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber
pendanaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong transformasi
pembangunan desa menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Permatasari et al., 2021).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Lingkuang Aua, pemanfaatan Dana Desa
menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan yang mendukung
pencapaian SDGs di tingkat lokal. Program-program yang didanai melalui Dana Desa tidak hanya
memberikan manfaat dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga berdampak pada peningkatan
kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, dalam proses implementasinya masih
ditemukan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan agar efektivitas penggunaan Dana Desa dapat terus
ditingkatkan. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek utama yang menjadi fokus pemanfaatan
Dana Desa di Nagari Lingkuang Aua, yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan
masyarakat, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan sektor
penting yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian berbagai tujuan dalam SDGs Desa.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Nagari Lingkuang Aua melalui penggunaan Dana Desa telah
memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana Desa dimanfaatkan untuk
membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lain yang menunjang mobilitas masyarakat. Berdasarkan
wawancara dengan perangkat nagari dan masyarakat, indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur
dapat dilihat dari meningkatnya kelancaran distribusi hasil pertanian, berkurangnya waktu tempuh ke fasilitas
pendidikan dan kesehatan, serta adanya peningkatan akses masyarakat terhadap sarana keagamaan dan sosial.
Misalnya, pembangunan jalan beton dan penimbunan jalan di Jorong Katimaha mempermudah akses warga
ke pasar dan sekolah, sementara pembangunan penahan tebing dan saluran air ke mushola meningkatkan
keamanan lingkungan dan kenyamanan aktivitas ibadah

Selain itu, manfaat infrastruktur juga dirasakan secara langsung oleh penerima BLT yang mengaku
lebih mudah menjual hasil kebun atau mengakses layanan kesehatan setelah jalan diperbaiki. Hal ini sejalan
dengan tujuan SDGs nomor 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), yang menekankan pembangunan
infrastruktur inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, indikator pembangunan infrastruktur di nagari ini
tidak hanya berupa penyediaan sarana fisik, tetapi juga dampak fungsional terhadap kehidupan masyarakat,
seperti peningkatan mobilitas, pengurangan beban ekonomi keluarga, dan terciptanya rasa aman.

SudStudi di Desa Botto Mallangga menunjukkan bahwa manajemen dana desa berkontribusi secara
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan hasil statistik yang menunjukkan hubungan positif dan
signifikan antara kualitas layanan dan pengelolaan dana desa dengan kesejahteraan komunitas (Nur Rezki
Amalia et al., 2024). Penelitian di Desa Nafri juga menunjukkan bahwa dana desa digunakan untuk berbagai
proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan pasar, yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan
kapasitas institusi desa (Safkaur, 2024).

Selain itu, kebijakan alokasi dana desa di Kabupaten Semangga memperlihatkan bahwa meskipun
ada manfaat nyata, komunikasi yang lebih efektif dan komitmen sumber daya manusia diperlukan untuk
mencapai kemandirian desa (Reginaldis et al., 2024). Penelitian di Desa Salletto juga mendukung efektivitas
dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur melalui pengelolaan yang baik dan evaluasi yang
terus menerus (Nurfady et al., 2023). Terakhir, penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lebak menunjukkan
pentingnya tata kelola keuangan yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat meski ada
tantangan selama pandemi COVID-19 (Racmat, 2023).

Peningkatan Layanan Kesehatan

Dana Desa di Nagari Lingkuang Aua dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan,
menyediakan obat-obatan, serta mendukung program kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu. Hasil
wawancara dengan perangkat nagari dan masyarakat menunjukkan bahwa indikator keberhasilan program

kesehatan antara lain meningkatnya kehadiran balita dan ibu hamil di posyandu, tersedianya layanan
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imunisasi secara rutin, serta berkurangnya keluhan masyarakat terkait keterbatasan obat-obatan di puskesmas
pembantu. Selain itu, dukungan Dana Desa mempermudah pengadaan alat timbang balita, vitamin, serta
transportasi untuk kegiatan penyuluhan kesehatan. Dengan demikian, kontribusi Dana Desa dalam bidang
kesehatan dapat meningkatkan fungsi layanan kesehatan preventif dan promotif. Temuan ini sejalan dengan
tujuan SDGs nomor 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) yang menekankan peningkatan layanan
kesehatan dasar bagi masyarakat pedesaan.

Temuan Khusaini et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk sektor kesehatan
terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian lain di Jawa
Timur selama pandemi COVID-19 menemukan bahwa meskipun tidak ada korelasi statistik yang signifikan,
perhatian terhadap masalah gizi dan penggunaan dana desa untuk kesehatan harus menjadi perhatian penting
dalam meningkatkan kesehatan masyarakat (Handayani & Firdausi, 2022). Selain itu, penggunaan dana desa
selama pandemi di Kabupaten Klungkung menunjukkan bahwa prioritas alokasi dana untuk penanganan
COVID-19 berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa (Marhaeni et al., 2023). Penelitian di
Kabupaten Lebak juga menunjukkan bahwa manajemen dana desa yang baik berdampak langsung pada
kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas (Viverita et al., 2022). Terakhir, studi di Kecamatan Mlarak
menunjukkan bahwa realisasi penggunaan dana desa berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat
melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan (Wahyuningsih et al., 2023).

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi yang didanai Dana Desa di Nagari Lingkuang Aua tidak hanya
berbentuk pelatihan keterampilan, tetapi juga pemberian bantuan modal usaha serta pengembangan program
ketahanan pangan berbasis budidaya ikan. Hasil wawancara dengan pengelola program menunjukkan
indikator keberhasilan antara lain jumlah rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan usaha, tingkat
keberhasilan budidaya ikan dengan angka kematian bibit rendah, serta adanya pembagian hasil panen yang
dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa penerima manfaat juga menyampaikan bahwa Dana Desa
membantu membuka peluang usaha kecil seperti laundry rumah tangga atau warung sembako, meskipun
dengan skala terbatas.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perawatan kolam ikan dan pengelolaan usaha desa menjadi
indikator partisipasi aktif, yang menunjukkan bahwa program tidak hanya berorientasi pada bantuan sesaat
tetapi juga menciptakan kesempatan kerja lokal dan potensi keberlanjutan ekonomi desa melalui BUMNag.
Walaupun terdapat kendala seperti keterbatasan modal tambahan dan kualitas sarana produksi, program ini
tetap memberikan dampak nyata dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi kerentanan
ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi melalui Dana Desa di Nagari Lingkuang Aua secara
langsung mendukung pencapaian SDGs nomor 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs nomor 8 (Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan Ekonomi).

Studi mengenai efektivitas Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan menunjukkan hasil yang
beragam, tergantung pada alokasi dan implementasi dana di berbagai daerah. Penelitian di Desa Taeng
menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur dan pelatihan pemberdayaan perempuan
berhasil membantu mengentaskan kemiskinan dan mendukung SDGs Desa (Mutmainna et al., 2023).
Sebaliknya, studi mengenai efektivitas Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan menunjukkan hasil yang
beragam, tergantung pada alokasi dan implementasi dana di berbagai daerah. Penelitian di Provinsi Sumatera
Barat menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa belum efektif dalam mengurangi kemiskinan di sebagian besar
kabupaten/kota, dengan hanya beberapa daerah yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin
(Guswandi & Amelia, 2023). Di Jawa Timur, penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa secara signifikan
mengurangi kemiskinan namun tidak berpengaruh pada ketimpangan (Suseno et al., 2023).

Tantangan Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Mewujudkan SDGs di Nagar Lingkuang Aua
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Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa telah memberikan berbagai
dampak positif terhadap pembangunan di Nagari Lingkuang Aua, khususnya dalam mendukung
pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, masih
terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam
mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat nagari. Tantangan tersebut terutama
berkaitan dengan masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan
keputusan program pembangunan, serta keterbatasan kapasitas manajerial pemerintah desa dalam
pengelolaan, administrasi, dan evaluasi program Dana Desa secara optimal.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program Dana Desa di Nagari Lingkuang
Aua masih belum maksimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa musyawarah nagari cenderung
didominasi oleh perangkat desa dan lembaga formal, sementara sebagian masyarakat hanya berperan sebagai
penerima manfaat. Warga mengaku sering hanya mendapatkan informasi setelah keputusan diambil, bukan
dilibatkan sejak tahap perencanaan. Hal ini membuat sebagian program dinilai belum sepenuhnya menjawab
kebutuhan mendesak masyarakat, misalnya soal pemerataan BLT atau prioritas pembangunan jalan
lingkungan.

Indikator lemahnya partisipasi terlihat dari minimnya kehadiran masyarakat umum dalam
musyawarah nagari, keterbatasan ruang aspirasi bagi kelompok rentan, serta adanya keluhan terkait
kurangnya transparansi dalam penentuan penerima bantuan. Meskipun begitu, ada indikasi positif berupa
keterlibatan masyarakat dalam tahap implementasi, seperti gotong royong pembangunan jalan dan
pemeliharaan kolam ikan program ketahanan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan partisipasi lebih
dominan pada tahap perencanaan, bukan pada pelaksanaan. Dengan demikian, peningkatan partisipasi
masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menjadi penting agar penggunaan Dana Desa lebih tepat
sasaran, sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas
sebagaimana ditekankan dalam tujuan SDGs.

Studi dari Mulyan & Martoni (2024) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk
keberhasilan program pembangunan desa. Studi kasus di Desa Garessi menekankan bahwa pendidikan,
pelatihan, dan pembentukan kelompok kerja adalah strategi penting untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan lokal (Rasda et al., 2024). Selain itu, partisipasi masyarakat terkait erat
dengan tujuan SDGs nomor 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan). SDGs ini menekankan
pentingnya inklusivitas, keamanan, ketahanan, dan keberlanjutan pemukiman manusia. Dengan melibatkan
masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, desa dapat memastikan bahwa proyek
pembangunan tidak hanya memenuhi standar teknis tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal.
Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat berpartisipasi aktif, hasil proyek menjadi lebih relevan dan
bermanfaat bagi komunitas tersebut, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif
(Permatasari et al., 2021).

Kapasitas Manajemen Pemerintah Desa

Kapasitas manajemen pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa merupakan faktor penting yang
memengaruhi efektivitas pencapaian SDGs di Nagari Lingkuang Aua. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
sebagian perangkat desa masih menghadapi kendala dalam aspek perencanaan, administrasi, dan pelaporan
keuangan, terutama terkait penggunaan aplikasi berbasis digital serta penyusunan laporan
pertanggungjawaban sesuai regulasi. Beberapa aparat desa mengakui perlunya pendampingan teknis dan
pelatihan berkelanjutan dalam manajemen keuangan dan penyusunan dokumen perencanaan agar
pelaksanaan program tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Indikator keterbatasan kapasitas terlihat dari adanya ketidaksesuaian data antara dokumen resmi dan
kondisi lapangan, keterlambatan pencairan anggaran akibat kelengkapan administrasi, serta masih rendahnya
kemampuan perangkat desa dalam melakukan evaluasi program secara sistematis. Meski demikian, ada
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perkembangan positif berupa upaya pemerintah desa untuk melibatkan pendamping desa dalam penyusunan
dokumen serta melakukan konsultasi rutin dengan kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
kapasitas manajemen masih menjadi tantangan, terdapat potensi peningkatan jika program pelatihan,
pendampingan, dan penguatan SDM desa dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, peningkatan
kapasitas manajemen pemerintah desa melalui pelatihan teknis, supervisi berjenjang, serta pemanfaatan
sistem informasi keuangan desa yang lebih adaptif merupakan langkah penting untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaan Dana Desa dan mendukung tercapainya target SDGs di tingkat nagari.

Pelatihan yang memadai dan pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan
bahwa perangkat desa dapat mengelola dana dengan efektif dan efisien, serta mematuhi regulasi yang berlaku
(Lestari et al., 2023; Permatasari et al., 2021). Penguatan kapasitas ini mendukung tujuan SDGs nomor 4
(Pendidikan Berkualitas) melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pelatihan tidak hanya
meningkatkan keterampilan teknis dalam manajemen keuangan tetapi juga memperkuat kemampuan
administratif dan perencanaan strategis. Penelitian menunjukkan bahwa desa-desa dengan manajemen yang
lebih baik cenderung memiliki proyek-proyek yang lebih sukses dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas
juga membantu dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Indra & Khoirunurrofik, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa memainkan peran penting dalam mencapai Sustainable
Development Goals (SDGs) di Nagari Lingkuang Aua, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur,
peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk
pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya telah mendukung mobilitas
dan akses masyarakat terhadap berbagai layanan, sejalan dengan tujuan SDGs nomor 9 (Industri, Inovasi,
dan Infrastruktur). Peningkatan layanan kesehatan melalui penggunaan Dana Desa telah meningkatkan akses
dan kualitas layanan kesehatan di Nagari Lingkuang Aua, mendukung tujuan SDGs nomor 3 (Kesehatan
yang Baik dan Kesejahteraan). Program kesehatan seperti posyandu dan penyuluhan kesehatan terbukti
memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program pemberdayaan
ekonomi yang didanai oleh Dana Desa telah meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat
kemiskinan, mendukung tujuan SDGs nomor 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs nomor 8 (Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan Ekonomi). Meskipun penelitian ini menunjukkan dampak positif, beberapa tantangan
masih perlu diatasi, seperti partisipasi masyarakat yang masih rendah dan kapasitas manajemen pemerintah
desa yang terbatas.
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